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| " TENTANG S
. TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN

' 5EA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATIBENGKALS, =~

' Menimbang :  bahwa dalamrarigkél \pelaksa’naéln ketentuan pasal 107 ayat

2 huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya yang terkait

- pemberian  pengurangan, ‘ketetapan pajak terutang | 7

- berdasarkan i,pertir‘nbangan'~kemafnpuan 'memba}far Wajib ‘
- Pajak atau Kondisi Tertentu Objek Pajak, perlu menetapkan Py

" Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pemberian

o F_Pengliijangan'Hak;Atas Tanah dan Bangunan;

: A'Mengingat IREE O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang . |

Pembentukan ~ Daerah . Otonom ' Kabupaten ~ dalam
- LingkunganfDaérah'Proﬁinsi Sumatera Tengah (Lembaran
. Negara Republiklndones:ia Tahn 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan -
- Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran |
Negara Republik Indonesia Tahun 5004 Nomor 66, Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); o .
' 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan :
. Daerah (berhbaranNegara_ epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
‘125, Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia Nomor -
~4437) sebagaimana telah :beberapa,ké]i diubah terakhir dengan
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Urifdang4undéng Nomor 32 ‘Tahun 2004 tentang
. Pemerintahan Daereh (Lembaran ‘Negara Republik: Indonesia
¢ Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 4844); e A R
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

‘Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negaré‘»Republi,k'Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
o Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
. B, Uhdang-undang,Nom()r'QS Tahun 2009. tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

N Indonesia Tahun 2009 Nomor 103);



Menetap

11.
12,

s,

6. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun_ 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemenntah Nomor.58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan

Keuangan. ‘Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun

2005 Nomor 140, ~Tambahan Lembaran Negara Repubhk
-Indonesia Nomor 4578);
. Peraturan Pemerintah Nomor 7' 9 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan ‘Penyelenggaraan ‘Pemerintahan

B Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a

Nomor 4503);

~Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
~ Urusan Pemerintahan antara Pemenntah Pemerintahan Daerah
‘Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
" Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.
e "tentang Penyelenggaxaan ' Urusan Pemerintahan ~ Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs ‘Nomor 07 Tahun 2008

Kabupaten Bengkalis. (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs'
Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bengkahs Nottior 03 Tahun 2009
‘tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
‘Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03); - , R
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 02 Tahun -
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
‘Bangunan; ‘

Peraturan Bupat1 Bengkahs Nomor 35 Tahun 201 1 tentang

- Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
B Tanah dan Bangunan Kabupaten Bengkahs

MEMUTUSKAN

2 PERATURAN BUPATI BENGKALIS T ENTANG TATA CARA

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

- TANAH DAN BANGUNAN

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 '

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

L

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pa_]ak yang dlkenakan atas

' perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan, yang selanJutnya dlsebut BPHTB




'3

'Péfoleﬁéh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah pvérbuatan atau peristiwa

~ hukum yang mengakibatkan ‘_diperoléhnya hak atas tanah dan/atau bangunan

~ oleh orang pribadi atau Badan. - . .. . A S
' Hak atas?;Taﬁah‘,dan/atau;'Béng:u_'r‘;“an{,adaiah hak ‘atas tanah, termasuk hak -

~ pengelolaan, beserta bangunan - diatasnya, =sebagaimana ~dimaksud = dalam |

. Undang-undang di bidang pertanahandanbangunan Lo

Wajib Pajak\‘iadalah orang vpfifbédi 'at.a‘u "Badan; ,méliputi pembéyarr pajak,

- pemotong pajak, dan}pemungut“;\)‘_ajak',‘ ya_ng_mempunyai hak ‘dan kewajiban

- perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah. - coole Ll el L e T
. Badan k adalah sekumpulan oraﬁg dan / ?taﬁ ; qual yang ‘ mefupakan', kesatuan,

- baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi -

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

o Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan -

dalam bentuk ‘apa pun, ﬁrma, ‘kongsi, kopera’si,‘ dana pensiun, persekutuan,

'_»perkumpulan,_ yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ‘atau’

‘organisasi - lainnya,

‘lembaga _'dan‘,tkbvehtuk' badan lainnya termasuk kontrak

- investasi kolektlfdan bentuk usaha tetap. | 2

Pejabat Pembuat' Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang

~ menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/&tau Bangunan.

.. Bendahara ’Penfér:imaan ‘adalah _Péjabat Vfungsiyof‘lél» ‘ yang ditunjuk untuk
 menerima, . menyimpan, - - menyetorkan, - ‘menatausahakan, - dan -

mempertanggungjawabkan uang .pkéh"dapat‘anE daerah dalam rangka pélaksanaari .

~ APBD pada Dinas Pendapatan Daerah. =

Bendahara PenenmaanPembantuadalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

.menerima, .. ' menyimpan, - menyetorkan, menatausahakan, - dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan =

"~ APBD pada un‘it'keij‘a SKPD.

‘Bank atau v’_t'empa‘tyy lain yang d1tun_1uk ad‘alah' -pihak két’iga" yanig_'mcnen"ma
‘ pemb‘ay‘aran‘bBPHTB‘rt‘crutar’lgﬁdari.Wajib Pajak. =~ . o

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau ‘Bangunan adalah

- dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan

‘tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen

__jual beli, surat hibéh,‘fsurat wans,dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

- 11,

‘Surat Setoran Pajak ?Daerah,unmkaPHTB,-f;yang selanjutnya disingkat SSPD .
- BPHTB, adalah surat yang oleh  wajib Pajak digunakan untuk melakukan

o pembayaran - atau _penyetoran’ pajak terutang ‘ke Kas Daerah atau ‘tempat lain
- yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak

12

~ atas tanah ’da_h/atl‘au‘bangunan‘;- - g R
."Akta Pemindahan Hak atas Tariah”; c'lan/atélut Bangunan adalah dokumen legal - -

' penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke

. pihak lain.

- 13. Pémungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data = |

~_obyek dan subyek pajak, p"enent\uain‘ besarnya pajak yang terutang sampai
- kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.




BABI
* 'RUANG LINGKUP
Pasal 2 .

Atas péﬁhoho_han Wéjib Pajak, dé.pa‘t‘diberi'kanipengurarjlgah Bea ‘Perblehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dalam hal: Lo o - - :

" a. Kondisi tertentu Wajib ;Pajak 'y‘ang ada hubungannya dengan ObJek Pajék‘yaitu c

1.

Wajib Pajak orang pribadi yang mempérolch hak baru imelalui ‘program
pemerintah dibidang pertahanan dan tidak mempunyai kemampuan secara
ekonomis; " R : \ = o ‘

. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak JPen'g‘elo‘laan dan

- telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua
~ puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan

keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;

. Wajib Pajvak orang pﬁbadi yang,mkempvero‘leh hak‘atas tanah dan bangunan
Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat

Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari péngembangan dan dibayar

' secara angsuran; S

. Wajib Pajak orang ,pﬁbadi yang menerima hak karena ‘waﬁs atau hibah

wasiat® dari orang pribadi yang m‘e’mpuhyai hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus atau satu derajat keatas atau satu derajat
kebawah. S o e ' ‘

' b. Kondisi riWajibk Pajak‘ yang ada‘hubuhgan:nya dengan' sebab-sebab,te‘rtentu

. Wajib’ Pajak?}iang memperoleh hak atas 't:anabh"r'nelalui ‘pembélian dari

hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah _Nilai
Jual Objek Pajak; -~ | © i ‘

. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
- tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum; .

. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter
yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional

- sehingga Wajib Pajak harus ‘melakukan restfhktufisasi usaha dan

- atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah;

. Wajib Pajak: Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang .

" berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang - Negara, Bank

~ proses penggabungan usaha (merger);

Pembangunan Indonesia, dan Bank _Ekspor Impor dalam rangkaian

. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabukngah Usaha (marger)

‘atau peleburan usaha . (konsolidasi) dengan atau tanpa. terlebih
‘dahulu ‘mengadakan likuidasi dan  telah “memperoleh keputusan

- persetujuan - penggunaan  Nilai Buku dalam rangka penggabungan

atau peleburan usaha dari Direktur Jénderal Pajak;




i 6 Wa_]lb Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang' |

' tidak berfungsi 1ag1 seperti semula’ disebabkan bencana alam dan
- -sebab- sebab lainnya sepert1 kebakaran, banjir, tanah longsor gempa

bumi, gunung meletus dan huru hara yang terjadi dalam jangka
‘waktu pahng lama 3 (tlga) bulan sejak penandatanganan akta,

7 ;‘_Wajlb Pajak orang pr1bad1 Veteran, Pegawal Negr1 Sipil (PNS) Tentara:

" Nasional - Indones1a (TND), POllSl Repubhk IndoneSIa (POLRI),
' .Pensmnan ‘PNS, Purnaw1rawan TNI Purnawirawan "POLRI atau

ik janda/duda-nya - yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan

rumah dlnas pemenntah

‘ 8 Wa_]lb PaJak Badan Korps Pegawa1 Repubhk Indonesm (KORPRI) yang

kmemperoleh hak atas tanah dan bangunan dalam rangka pengadaan ’

perumahan bag1 anggota KORPS / PNS

9, Wajlb Pa_]ak Badan anak perusahaan dan perusahaan asuransi dan

‘reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang
berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal -
sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan

; - tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuran31 dan Perusahaan‘, :

Reasuran31

. Tanah dan bangunan d1gunakan untuk kepentmgan sosml atau
- pendidikan yang semata—mata tidak untuk ‘mencari keuntungan antara
lain untuk panti asuhan pant1 _]ompo rumah yatim piatu, sekolah yang = =

»"thdak ditujukan mencari keuntungan rumah saklt swasta m111k institusi
8 pelayanan sosml masyarakat : -

oA,

- Pajak sebagmmana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 3;
b.

= ‘fsebagalmana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b
~angka 1, angka 2 angka 5, angka 6 dan angka 9, serta hurufc; =

'Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak ‘Atas Tanah dan Bangunan
.d1tetapkan sebaga1 benkut ’ o T

‘Sebesar 25% (dua puluh hma persen) dar1 pa_]ak yang terutang untuk Wa_]lb

Sebesar 50% (hma puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wa]lb PaJak =

‘Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wa_]lb
Pajak sebagaimana « dnnaksud dalam pasal 2 huruf a angka 1, huruf b angka 3
dan angka 7 -

.'Sebesar 100% (seratus persen) dari paJak yang terutang untuk Wa_]lb PaJak ’

- sebagaimana dlmalcsud dalam pasal 2 hurgf b angka 4 dan angka 8.




. Pasald

' Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea, Perolehan
' Hak Atas Tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar
' Bea Perolehan Atas Tanah ‘dan Bangunan sebesar perhitungan ‘setelah
‘pengurangan. e U , '

 BABI [
 KETENTUAN PENUTUP
~ Pasale
" Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
_Agar -setiapnoraxig ‘mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan
' Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah' Kabupaten Bengkalis.

. Ditetapkan di Bengkalis
L © . - padatanggal 18 Maret 2013

e Diu‘ndyangkz"m“_ dlé;ngkalls T S :
 pada tanggal 18 ’IvIare‘t“2V01>3‘ - :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

, * Drs. H. ASMARANHASAN =« . |
' BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR 17




